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LENGKAPI ALAT BUKTI

KPK Perpanjang Penahanan

Haryadi Suyuti

JAKARTA (MERAPI)- Komisi Pem-
berantasan Korupsi (KPK) memper-
. panjang masa penahanan empat
tersangka kasus dugaan suap pen-
" gurusan perizinan di wilayah
Pemerintah  Kota (Pemkot)
Yogyakarta.
Empat tersangka, yalt‘u man-
tan Wali Kota Yogyakarta Har-
yadi Suyuti (HS), Kepala Dinas
- Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu -Satu Pintu (DPMPTSP)
Kota Yogyakarta Nurwidhihartana

ajudan Triyanto Budi Yuwono (TBY), dan
Vice President Real Estate PT Sum-
marecon Agung (SA) Thk Oon Nusihono
(ON).

"Untuk kebutuhan melengkapi alat
bukti maka tim penyidik KPK telah mem-
perpanjang masa penahanan tersangka
HS dan kawan-kawan untuk waktu sela-
ma 40 hari ke depan sampai nanti tanggal
1 Agustus 2022," kata Plt Juru Bicara
KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu (29/6)
seperti dilansir Antara

’l‘ersangka Haryadi saat ini ditahan di

Halaman: 1

(NWH), sekretaris pribadi merangkap * Bersambung halaman 9

Sambungan halaman 1

Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK,
Nurwidhihartana di Rutan Polres Jakarta Pusat, Triyanto Budi
Yuwono di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, dan Oon
Nusihono di Rutan KPK pada Kavling C1.

Sebelumnya, KPK telah menahan mereka selama 20 hari se-
jak 3 Juni sampai dengan 22 Juni 2022 pasca ditetapkan sebagax'
tersangka.

Sebagai penerima suap dalam kasus tersebut, yaitu Haryadl
Nurwidhihartana, dan Triyanto Budi Yuwono. Sedangkan pem-
beri suap ialah Oon Nusihono.

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan pada tahun
2019 tersangka ON, melalui Dandan Jaya selaku Direktur
Utama PT Java Orient Property (JOP), anak perusahaan PT SA,
mengajukan permohonan IMB dengan mengatasnamakan PT
JOP untuk pembangunan apartemen Royal Kedhaton di
kawasan Malioboro. Pembangunan apartemen tersebut masuk
dalam wilayah cagar budaya di Pemkot Yogyakarta.

Permohonan izin berlanjut di 2021, dimana ON dan Dandan
Jaya diduga melakukan pendekatan dan komunikasi secara in-
tens serta membuat kesepakatan dengan Haryadi yang saat itu
menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta periode 2017-2022.

KPK menduga ada kesepakatan antara ON dan Haryadi, di
antaranya Haryadi berkomitmen akan selalu mengawal permo-
honan IMB tersebut dengan memerintahkan Kadis PUPR agar
segera menerbitkan IMB yang dilengkapi dengan pemberian se-
jumlah uang selama pengurusan izin berlangsung.

Selama penerbitan IMB itu, KPK menduga terjadi penyerah-
an uang secara bertahap dengan nilai minimal sekitar Rp50 juta
dari ON untuk Haryadi melalui tersangka TBY dan untuk ter-
sangka NWH. Pada tahun 2022, IMB pembangunan apartemen
Royal Kedhaton yang diajukan PT JOP akhirnya terbit.

Selanjutnya, Kamis (2/6), ON datang ke Yogyakarta untuk
menemui Haryadi di rumah dinas jabatan wali kota dan menye-
rahkan uang sekitar 27.258 dolar AS yang dikemas dalam "good-
ie bag" melalui TBY, sebagai orang kepercayaan Haryadi.
Sebagian uang tersebut juga diberikan untuk NWH. *)-d
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